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BAB VI 
PENUTUP 
6.1 Kesimpulan 
       Berdasarkan temuan dan analisis peneliti, maka penelitian menghasilkan 
kesimpulan bahwa secara keseluruhan pengelolaan persampahan oleh Pemerintah 
Kota Bukittinggi telah berjalan dengan baik. Hal itu dapat dilihat dari penerapan 
perspektif manajemen yang berperan penting dalam keseluruhan proses 
pengelolaan persampahanmulai dari perencanaan (Planning), pengorganisasian 
(Organizing), pemberian motivasi (Motivating) dan pengawasan (Controlling). 
       Pengelolaan persampahan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi di bawah 
pertanggung jawaban DLH Kota Bukittinggi pada Bidang Pengelolaan Sampah 
dan Sarana Prasarana. Untuk pelaksanaan pengelolaan persampahan ini diatur 
dalam Perda Nomor 05 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan 
Persampahan/Kebersihan. Berdasarkan Renstra DLH Kota Bukittinggi Tahun 
2016-2021 untuk peningkatan kinerja pengelolaan sampah  terdapat 
pengembangan kinerja pengelolaan persampahan yaitu dengan sosialisasi dan 
penegakan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan persampahanserta 
sosialisasi/ kampanye peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan 
persampahan.  
       DLH Kota Bukittinggi bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja 
dalam menegakkan Perda Nomor 03 Tahun 2015 tentang Ketentraman dan 
Ketertiban Umum, dalam hal ini sesuai dengan Keputusan Kepala DLH Kota 
Bukittinggi Nomor 188.45-36/DLH/III-2017 tentang Pembentukan Panitia 
Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Penegakan Kebijakan Pemerintah Dalam 
  
Pengelolaan Persampahan dengan tugas pokok dan fungsi menindak warga atau 
masyarakat yang membuang sampah sembarangan dan tidak sesuai dengan 
jadwal yang yang telah ditetapkan. 
       Namun dalam proses Pengelolaan persampahan oleh Pemerintah Kota 
Bukittinggi ini masih terdapat beberapa masalah dan kekurangan dalam proses 
manajemennya yaitu pada proses perencanaan, dan pengorganisasian. Proses 
perencanaan yang dilakukan oleh DLH Kota Bukittinggi masih terdapat beberapa 
masalah dan kekurangan yakni tidak adanya petunjuk pelaksanaan maupun 
pentunjuk teknis yang seharusnya menjadi pedoman pelaksanaan dari kegiatan 
ini. Tidak adanya penetapan waktu pelaksanaan yang jelas dalam pelaksanaan 
kegiatan ini sehingga kegiatan yang ada berjalan sendiri, terkesan seperti tidak 
dalam satu kesatuan kegiatan. 
Pada proses pengorganisasian yang dilakukan oleh DLH Kota Bukittinggi 
pada Kegiatan Sosialisasi Penegakan Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan 
Persampahan ini masih terdapat masalah yaitu kurangnya koordinasi antar 
sesama bidang dalam pelaksanaan kegiatan yang ada. Hal tersebut terjadi karena 
pengelompokan kegiatan kepada bidang yang sesuai tupoksinya. Jadi kegiatan ini 
langsung diserahkan kepada bidang-bidang yang sesuai dengan tupoksinya 
sehingga tidak ada lagi koordinasi antar bidang dalam pelaksanaan kegiatan. 
Kualitas sumber daya manusia yang masih kurang menjadi masalah mengapa 
pengorganisasian menjadi belum baik. Masih kurangnya kualitas sumbedaya 
manusia yang ada membuat peranan perorangan dalam pelaksanaan kegiatan dan 
kegiatan masih belum berjalan efektif. 
 
  
6.2 Saran 
Berdasarkan temuan penelitian yang telah dikemukakan pada bagian 
terdahulu, berikut ini dikemukakan beberapa saran sebagai berikut: 
1. Dalam pelaksanaan sebuah kegiatan seharusnya ada sebuah pedoman 
pelaksanaan seperti petunjuk pelaksanaan ataupun petunjuk teknis 
sehingga ada sebuah acuan bagi pelaksana kegiatan agar dapat berjalan 
sesuai rencana. 
2. Harus ada perencanaan waktu pelaksanaan kegiatan sehingga kegiatan 
yang ada dapat berjalan sesuai waktu yang telah ditetapkan sesuai rencana. 
3. Koordinasi antar sesasama bidang harus lebih ditingkatkan lagi agar 
pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lebih sistematik dan tidak ada 
tumpang tindih dalam pelaksanaan nantinya. 
4. Kualitas sumber daya manusia yang ada harus ditingkatkan dengan 
melakukan pelatihan atau pengembangan untuk meningkatkan kualitas 
sumber daya manusia nantinya. 
5. Untuk peneliti selanjutnya bisa dijadikan pedoman dan memperkaya bahan 
kepusatakaan untuk pengembangan Ilmu Administrasi Publik tentang 
pengelolaan persampahan oleh pemerintah daerah.  
 
